
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20l 4 tentaog 
Aparatur Sipil Neffil8 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 1"embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494}; 

2. Undang-Undang Nomor 15. Tabun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Neffil8 (Lembanm Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor: 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia.Nomor 4400); 

M . =• ~6'"-'- 1. Uhdang-Undat\g Nomor 20 Tahon 2003 tentang Sistem 
Pendidikan l'lasional [bembaran Negara Republik 
Indonesia. Tahun. 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik fndonesia.Nomor 4301); 

a. bahwa unruk .melaksanakan ketentuan Pasal 7 
Peraturan Bu.pa.ti Cirebon Nomor 11 Tah1:1n 2().18 
t.entang Pembentukan Unit Pelaksana Te1mis Daerah 
pada Dinas, dan Badan di [.ingknngan Pemerintah 
Ka.bu_paten Cirebon, perJn mengatur· Organisasi Fungsi, 
Togas Pokok dan Tata Kerj_a 'pada ltnrr Pelaksana Telmis· 
Daerah Pada Dinas·Pendidikan. Kaqupaten Cirebon; 

·b. bahwa berdasarkaii ~ tuubangan sebagaimana 
dimaksud pada buruf a, maka Organisasi Fungsi, 
Tugas Pokok dan Tat.a Ke:rja Unit Pelaksana Teknis 
Daerab Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ci.rebon, 
perlu ditetapkatLden@'i;ln Peranmm Bllpati 

BUP.&TI CJREBOI, 

PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR : 37 Tahun 2018 

1ENTANG 

ORGAIOBASI, J.l'UllGSI. TUGAS POKOK. DAR TATA BERJA 
"'0 .. W"'IT'"' PELAKSAIIA Imm DAERAB PADA DIWAS PBllDIDIKAll 

KABUPA._ CIPPBOll 

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA 

BOKOR 37_ TAIIUW 2018, SBal D15 

DERITA DAERAR KABUPATEW CIIWBOW 

.,,. 
:, 

·- 

• 

• 



• 

4. Undang-Undang Nomor 23 Talrun 2014 te.ntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55,87), 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 56 79}; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Ta:hun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonesia 
Nomor 4890); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor Sl65); 

8. Peraturan 'Perneriritah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nornor 4 Tahun 2016 tentang Alih 
Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadl Satuan 
Pendidikan Non formal Sejenis (Benita Negara Republik 
Indonesia Tahun2016 Nomor 330); 

10. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
Tentang Pedoman Pernbentukan Dan Klasiftkasi 
Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 451); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, 
Seri D.7); 

• 

• 



Dalam Peraturan Bupati tni, yang dlmaksud dengan: 
l. Daerah. adalah Kabupaten Cirebon; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemeriotah Kabupaten Cirebon; 
3. .Bupati adalah Bupati Cirebon; 
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon 

yang selanjutnya disingk:at Disdik; 
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat 

UP1'D adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Pendidikan Kabupaten Cirebon; 

6. Kepala Satuan PNF SKB adalah Kepala UPTD Satuan 
PNF SKB; 

7. Kepala TK adalah Kepala UPTD TK Negeri; 
8. Kepala SD adalah Kepala UPTD SD Negeri; 
9. Kepala SMP adalah Kepala UPTD SMP Negeri; 
10. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut 

Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha 
pada UPTb Dinas Pendiclikan Kabupaten Cirebon; 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

MEMUTOSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANIS~SI FUNGSI, 
TUGAS POKOK DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PADA DJNAS PENDIDIKAN 
KABUPATEN CIREBON 

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun '2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Cirebon (Serita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10); 

-13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 
tentang Fungsi, Togas Pokok dan Tata Kerja pada 
Dinas Pendidikan (Serita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nomor 64, Seri D. 13); 

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor ll Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah 
.Kabupaten Cirebon (Serita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nemer 11, Seri D.1), sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Cirebon Nornor 11 Tahun 2018 
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada Dinas Dan Sadan Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Oirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2). 

• 

Menetapkan 

• 

• 



• 

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan. Pendidikan Non 
formal Sanggar Kegfatan Belajar yang selanjutnya 
disingka.t UPfD Satuan PNF SKB adalah Satuan 
Peodidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar pada 
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yaJ1.g 
meJaksanakan tugas teknis operasional di bidang 
pendidika.n non formal; 

1.2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Kanak-kanak 
yang selanjutnya disingkat DPTD TK adalah Satuan 
Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas 
Pendidikao di bidang Pendidikan Anak Usia Dini Negeri; 

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar yang 
selanjutnya disingkat UPTD SD adalah Satuan 
Pendidikan yang melaksanakan seba_gian tugas Dinas 
Pendiclikan di bidang Pendidikan Dasar pada jenjang 
Sekolah Dasar Negeri; 

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah 'Sekolah Menengab 
Pertama yang selanjutnya disingkar UPTD SMP adalah 
melaksanakan sebagian tugas Dinas Peodidikan di 
bidang pendidikan dasar pada jenjang Sekolab 
Menengah Pertama Negeri; 

15. Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan di luar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 
terstruktur .dan berjenjang; 

16. Sanggar Kegiaran Belajar yang selanjutnya disingkat 
SKB adalah Satuan Pendidikan Non formal pada Dinas 
Pendidikan; 

17. Pendidikan .keaksaraan adalah pendidfkan bagi warga 
masyarakat yang buta 'aksara, latin agar mereka dapat 
membaca, menulis, berhitnng, berbahasa Indonesia dan 
berpengetahuan dasar, yang mernberikan peluang 
untuk aktualisasi potensi diri; 

18. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non 
formal yang menyelenggarakan pendidikan urnum 
setara, SD, SM.P yang mencakupi program Paket Adan 
PaketB; 

19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah 
jenjang paling dasar pada pendidikan formal di 
Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) 
tahun; 

20. Sekolab Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat 
SMP a:dalah jenjang pendidikan dasar formal di 
Indonesia setelah menyelesaikan pendidlkan SD atau 
yang sederajat yang dilaksanekan daJam kurun waktu 3 
(tigaj tahun; 

21. Koordinator Wilayah Kecamatan adaJab sebagai unit 
kerja nan struktural yang dipimpin oleh seorang 
Koordinator; dan 

• 

·, 



( 1) Susunan Organisasi, Satuan PNF SKB, terdiri dari: 
a. -Xepala. 
b. Kelompok .Jabatan Fungsional, 

(2) Susunan Organisasi TK, terdiri dari : 
a. Kepala TR'. 
b. Kelompok .Jabatan Fungsional, 

(3) Susunan Organisasi SD, terdiri dari : 
a. Kepala SD. 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 3 

BAB.Ill 
SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS POKOK 

Bagian Kesatu 
Susun11n Organisasi 

dan 
dan 

menganalisis kegiatan 
bahan perencanaan 

f. 
pegawai; 
rnengevaluasi dan 
program sebagai 
pengendalian; 

,g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, 
penyelenggaraan program, kegiatan, ~gas pan 
kinerja pegawai; 

.h. meo:rbina, menilai dan mel'l,~evaluasi tugas dan 
kinefja pegawai; 

i. memberikan saran, masukan dan bahan 
pertimbangan kepada pimpinan: dan 

j. rnetaporkan liegiatan kepada pimpinan . 

(1) Setiap jabatan struktural pada Satuan PNF SKB, 1'K~ 
SE> dan SMP, mempunyai tugas umum. 

(2) Togas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang 
lingkup Satuan PNF SKB, TK, SD dan SMP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); meliputi : 
a memimpin clan memperj:artggungawabki;in kegiatan; 

"b. mereneanakan kegiatan dan anggaran; 
c. menyusun standar teknis dan standar operasienal 

prosedur; 
d, mengkoordinaeikan kegiatan dengan unit kerja lain; 
e. 'merriberi petunjuk, mendistribusikan tugas .kepada 

Pasal 2 

BABD 
TUGASUMUMJABATANSTRUKTURAL 

22. Jal:i.atan FO.nlrsional adalah sekelornpok jabatan yang 
berisi Iungsi dan tugas b,etkaitan dengan pelayanan 
fungaional yang berdasarkan pada keahliwi dan 
keterampilan tertentu. 

• 

• 



Paragraf Kedua 
Subbagian Tata Uaaha 

Pasal 5 

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan administrasi kurikulum; 
b. pelaksanaan urusan peserta didik; 
c. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
d. pe1aksa:naan urusan keuangan; 
e. -pe1aksanaan urusan, sarana dan prasarana; 
f. pelaksanaan urusan hubungan masy.arakat; 
.g. -pelaksanaan urusan persuratan dan pengarsipan; 

dan 
h. pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Kepala 

UPTD, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

• 

(1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai fungsi: 
a. pelayanan pendidikan -non formal; 
b. pelaksanaan program percontohan pendidikan non 

formal; 
c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang 

pendidikan non formal; 
d. pelaksanaan hubungan .kerjasama dengan orang tua 

peserta didik dan masyarakat; 
e. pelaksanaan ketatausahaan dan kcrumahtanggaan 

UPTD Satuan PNF ·SKB; 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 
(2) Kepala Satuan PNF 'SKB adalah pimpinan Sai:uan PNF 

SKB yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
melalui S.ekretaris Dinas. 

(3) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan clan 
pengajaran pada 'Pendidikan Non formal. 

• 

Bagian Kedua 
Fungsi clan ~gas Pokok Satuan PNf SKB 

Paragraf Kesa tu 
Kepala Saruan PNF SKB 

Pasal 4 

(4) Susunan Organisasi SMP, terdiri dari : 
a. Kep~la SMP. 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(5) Bagan Struktur Organisasi UPI'D pada Dinas 
Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3i tercantum dalam 
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran lil yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 



( 1) Kepala SD mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan kegiatan teknis belajar mengajar di 

bidang pendidikan sekolah dasar; 
b, pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, 

administrasi, supervtei, kepemlmpinan, 
pembaharuan dan motivasi di bidang pendidikan 
sekolab dasar; 

G. pelaksanaan urusan. administrasi ketatausahaan SD; 

Bagian. Keempat 
Fungsi dan Tugas Pokok SD 

Paragtaf Kesatu 
KepalaSD 

Pasal 7 

• 

Bagian Ketiga 
Fungsi dan Tugas Pokok TK 

Paragraf Kesatu 
Kepala TK 

Pasal.6 

(r) Kepala TK mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan kegiatan teknis belajar mengajar di 

biding pendidikan anak usia dini; 
b. pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, 

administrasi, supervisi, kepemimpinan, 
pernbaharuan dan motivasi di bidang pendidikan 
.anak usia.dini; 

c. pelaksanaan urusan -adrninistrasi ketatausahaan 
-pen;didikan anak usia dini; 

d. pel_aksanaan .evaluasi dan pelaporan k:egia~ab 
pendidikan di lingkup pendidikan anak usia dini; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Kepala Tlr adalah pimpinan TK yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

(3) Kepala TK mempunyai tugas pokok memimpin dan 
rnengelola sebagian tugas bidang pendidikan dan 
pengajaran pada pendidikan anak usia dini di sekolah 
masing-masing. 

• 

(2) Subbagian Tata Usaha clipimpin oleh seoran_g Kepala 
Subbagian Tata' Usaha (unsur staf) yang melaksanakan 
tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. 
UPTD. 

(3). Kepala Subbagian Tata Usaha mernpunyai tugas pokok 
melalrukan urusan adrriinistrasi kurikulum, ~eserta 
didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, 
hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan. 



(1) Koordinator Wilayab Kecamatan Bidang Pendidikan 
mempunyai fungsi : 
a pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, 

pendid:ik, clan tenaga kependidikan pada satuan 
Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan 
Pendidikan Non Formal di wilayah kerjanya; 

Pasal9 

Bagian Keenam 
Koordinator Wilayah Kecamatan Bidaog PeodJdik:an 

• 

(1) Kepala SMP mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan .kegiatan teknis belajar mengajar di 

bidang pendidikau sekolab menengah pertama; 
b. pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, 

administrasi, supervisi, kepemimpinan, 
pembaharuan dan motivasi di bidang pendidikan 
sekolah menengah pertama; 

c. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan 
SMP; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 
pendidikan ai lingkup SMP; dan 

e. pelaksanaa:n tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas, sesuai dengan tugas dart fungsinya. 

(2) Kepala. $MP adalah pimpinan SMP yang bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

(3) Kepala SMP rnempunyai tugas pokok memimpin dan 
mengelola sebagian tugas bidang pendidikan dan 
pengajaran pada pendidikan SMP di sekolah masing­ 
.masing. 

• 

Bagian Kelima 
Fungsi dao Tugas Pokok S.MP 

Paragraf Kesatu 
Kepala SMP 

Pasal8 

d. pelaksanaan evaluasl dan pelaporan kegiatan 
pendidlkan di Iingkup SD; dan 

e. pelaksanaan rugas- lain yang diberikan eleh Kepala 
Dinas, sesuai aengan tugas dan fungsinya, 

(2) Kepala SD adalah pimpinan SD yang bertariggung jawab 
kepada Kepala Dinas rnelalui Sekretaris Dinas. 

(3) Kepala SD mempunyai tugas pokok memimpin dan 
mengelola sebagian tugas bidang pendidikan dan 
pengajaran pada pendidikan SD di sekolah masing­ 
masing. 



Kelompok .Jabatan F'ungsional mernpunyai tugaa 
melaksairakan sel:iagi'an tugas dan fungsi. Dinas Pendidikan 
sesuai dengan kebutuhan. 

Pasa:I 11 

(1) Kelompok Jabatan F'ungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9, terdiri dati pegawai. yang memangku 
jaba:tan fungsienal sesuai kelornpok jabatan fungsional 
masing-masing. 

(2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai 
kebutuhan dan beban kerja. 

BABV' 
TATAKERJA, 

Basal 12 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UP'I'D, Kepala 
Subbagian Tata Vsaha dan Pejabat Fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi da:n 
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antara satuan 
organisasi dalam 1ingkungan Pernerintah Daerah serta 
iristarrs! lain sesuai dengan tugas masing-rnasing. 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 10 

b .. pengadministrasian .kepegawaian satuan Pendidikan 
Mak Usia Dinis SekolahDasar dan .Pendidikan Non 
Formal; 

c. pelaksanaan koordinasi lomba-Iornba di wilayah 
kerjanya; 

d. pelaksanaan tugas adrninistrasi di lingkungan 
koordinator wilayah; 

e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala 
Dmas Pendidikan; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan eleh Kepala 
Dinas Pendidikan. 

(2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan 
'adalah -seorang Pengawas Sekolah dan/atau Pegawai 
ASN 1ainnya yang diberikan tugas tambahan untuk 
melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas melalui Seleretaris. Dinas. · . 

(3) Koordinator- Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan 
mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi Iayanan 
administrasi pada -satuan pendiclikan anak usia dini, 

. sekolah dasar dan pendidikan non formal di wilayah 
kerjanya, 

. . , 

• 

• 



Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah. 

Pasal 16 

BAB IX 
PEMB.IAYAAN 

(lJ Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
atas usul Sekretaris Daerah setelah rnemenuhl syarat 
administrasl dan kualifikasi berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala W'TD bertangguogjawab dalam pelaksana.an 
pembinaan kepegawaian di lingkup UPTD. 

Pasal 15 

BABVIIl 
KEPEGAWAIAN • 

(1) Dalarn hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD 
dapatmenunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha. 

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, 
Kepala OPTD dapal menunjuk Pejabat Fungslonal 
berdasarkan senioritas. 

Pasal 14 

BAB VII 
HAL MEWAKILI 

(1) Kepala UPTI) wajib memberikan laporan 'pelaksanaan 
tugasnya seeara berkala kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Dinas. 

(2) Peogaturan mengenai laporan dan cara 
penyampaiannya berpedoman pada ketentuan 
peratnran perundang-undangan. • 

Pasal 13 

BABVI 
PELAPORAN 

(2) Kepala OP1'.D dan Kepala Subbagian Tata Usaha 
berkewajiban mernberikan petunjuk, bimbingan dan 
mengawasi pekerjaan. Pelaksana/Bawahan yang berada 
dalam lingkungannya, 

(3) Pejabat Fungsional pada UPTD secara teknis 
adminlstratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
dan secara teknis operasional berada dibawah 
k:oordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD. 



RA~T SUTRIS~J • 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 )'{OMOR YI , SERl D., 

SEKRETARIS PAERAH KABUPA'rEN CTREB0Nf - 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1, ~cu.stn• 2013 

SUNJAY.A PURWADISASTR.A 

ttd 

BUPATT CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

Peraturan Bupati IDl .mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka : 

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2-009 tentang 
Organisasi, Togas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan; 

2. Peraruran Bupati Cirebon. Nomor 3.8 Tahun 2009 tentang 
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Pendidikan Pada Dinas Pendidikan; dan 

3. Peraruran Bupati Cirebon Nemer 42 Tahun 2009 tentang 
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan TataKerja Unit Pelaksana 
Teknis Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas 
Pendidikan. 

dicabut dan dinyatakan tidak: berlaku . 

Pasal 18 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa117 

• 

• 



BERITA DAERAH KABlJeATEN CIREBON TARUN 2018 NOMOR J7 , SERI ».5 

·•7. 
RAHMAT SUTRISNO 

...., SEKRETARJS DAERAHKABUPATEN CIREBON 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal it ~atus 2018 

SUNJAYA PURWADfSASTRA 

Ditetapkan dl S1,1mber 
pada tanggaJ 13 Agustus 2018 

BUPATI CU<EBON, 

ttd 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintabkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Dengan berlakunya Peraruran Bupati ini, maka : 

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan; 

2~ Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38-Tahun 2009 terttang 
Organisasi, Togas, Fungsi Dan Tata Kerja UA]t Pelaksana 
Teknis Pendidi.kan Pada Dinas Pendid.ikan; dan 

3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2009 rentang 
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknls Sekolah Menengah Pertama Pada Oinas 
Pendiclikan. 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . 

Pasal 18 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 17 

.l:IAH X 

• 

• 



SEKRETARIS DAE~ KABUPATEN CIREBONf 

~TSUTJ~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN ClREBON TAHUN 2018 NOMOR 37 , SERJ o., 

Diundangkan di $umber 
pada tanggal ,, qu.atu. 201&.. 

SIJNJAYA PURWADISASTRA 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI ClREBON, 

ttd 

KEPALA 

KELOMPOK JABA-TAN 
FUNCSIONAt, 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
SATUAN PNF SKB 

LAMPlRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR : 37 Tahun 2018 
TANGO AL : 13 Agustus 2018 

• 

• 



~TSUTRIJ~ 

BERTTA DAERAH KABUPATEN CTREBON TAHUN 2018 NOMOR 37 , SERI 11.5 

Diundangkan di Sumber: 
pada tanggal t, lfu1ma 2f>1S 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CTREBON 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd 

BUPATI CTREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

KEPALA 

KELOMPOK JABATAN 
F'UNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
SATUAN PNF SKB 

PERATU,RAN BUPATI CIREBON 
NOMOR . : 37 Tahun 2.018 
TANGGAL : 13 Agustus 2018 

LA.M'PlRAN 1: 

• 

• 



~ ~· 
RAHMAT SUTRISNO 

BERIT,A DAERAH KABUPATEN CIREBON TA.HUN 20 rs NO MOR 37 , SERI » .. , 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1' •custus 2018 

S.EKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBDN1 ....,, ,. 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 16 Agustus 2018 

BU.PATI CIREBON, 

• 

KEPAJ.ATK 

I~ELOMPOK 

J·ABATAN FUNGSIONAL 

I· 

• 

BAGAN STRUKTUR ORGANJSASI 
TK 

LAMPIRAl\l lI : PERATURAN BUF.ATf CIREBON 
NOMOR : 37 Tahun 2Dl8 
TANGGAL : 13 Agustus 2018 

• 



SERITA PAERAH KABUPA;fEN ClREBOl'J 'I'AHUN 2.018 N:OMO~ 37 , SERI ll.5 

'>. "7· 
RAHMAT SVTRISNO 

Diundangkan di sumber' 
pad,a tanggal 1.6 fleustus 20 t.8 

SEKRETARrs DAERAH KABUPATEN ClREBON 

SUNJAYA PURW ADlSASTR:A. 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI CIREBON, 

KE.PALA TK 

lillLOMPOK 

JABi\.1'AN F.UNGSJONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
TK 

LAMPIRAN II : PERATURAN .BUPATrCIREBON 
NOMOR : 37 Tahun '.2018 
'tANGGAL : 13 Agustus 2018 

• 

• 

~---------------------~- -- - 



< 
RAHMAT SUTrus::l - 

SERITA DAE.RAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 37 , SERI ll.5 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal u ~stt• a,18 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CJREBON' - 

SUNJAYA PURWADlSASTRA 

ttd 

Ditetapkan. dl Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI C~REBON, 

KEPALA SO 

KELOMPOK 

JABA'l'AN FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
SD 

LAMPIRAN III ; PERNl'URAN BUPATI CIREBON 
NOMOR : 37 Tahl,lil 2018 
TANGGAL : 13 Agustus 2018 

• 

• 



SERITA DAERARKABUPATEN CIREBON TAfllJN 2018 NOMOR 37 , SERI»., 

l~ 
RAHMAT SUTRISNO 

.,,,, 
< 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1, AC\llrtu• 2018 

SEK:aE1ARlS DAERAH KABUPATEN CIREB0N 

SONJAY-A PURWADISASTRA 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI CIREBON, 

KEPALA SO 

KELOMPOK 

JABATAN PUNOSIOl'IAL 

BAGAN STRUKTOR ORGANISASI 
SD 

LAMPIRAN ill : PERATUAAN BUl'ATJ L:J.J.Q.t:tUJ'j 
NOMOR : 37Tahun 2018 
TANOGAL : 13 Agustus 2018 

• 

• 



SEKRETARIS DAERAH ~UPATEN CIREBON f 
<" ·-7 · 

RA.HMAT SUTRISNO 

BERITA DAERAH KABUPATEN ClREBON TAHUN 2018 NOMOR :r( 1 SERI D. 5 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal ,, A&\llrlua 201$ 

SUNJAYA PURWAD!SASTRA 

ttd 

Ditetapkan di Surnber 
pada tanggaJ 13 Agustus 2018 

BUPATJ CJREBON, 

KEPALA SMP 

KEWMPOK 

JABATAN PUNGSIONAl. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
SMP 

LAMPI:RAN IV: PERA.TU RAN BUPATI CIREBON 
NOMOR : 37 Tahuo 2018 
TANGGAL : 13Agustus 2018 

• 

• 



SEKRETA.RlS DAERAH KABUPATEN ClREBON 

~TSUTRIS]· 

SERITA DAERAJ-1 KABUPATEN CrREBON TAHUN 2018 NO MOR 37 , SERL». 5 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal ,, Acuatu• 2'.118 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI CIREBON, 

ttd 

KEPAl:.A SMP 

J<i;L,()M POK 

,JABATAN FUNGSION'AL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
SMP 

LAMPlRAN JV: PERATURA.N BlJPATl CIREBON 
NOMOR : 37 Tahun 2018 
TANGGAL : is Agustus 2018 

., . 

• 

• 


